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Abstrak 

 

Penelitian ini menganalisis tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu di Kabupaten 

Kuantan Singingi, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tlk. Fenomena ini merupakan persoalan hukum dan sosial 

yang memprihatinkan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor 

pendorong ibu melakukan pembuangan bayi serta menelaah  pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan kualitatif, bersumber pada data sekunder seperti 

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor utama pendorong adalah kombinasi dari kehamilan di luar 

nikah dan penolakan pasangan (Iqbal Caniago), tekanan sosial dan psikologis, serta 

akses ilegal terhadap aborsi dan kurangnya pengetahuan hukum.  Dalam putusannya, 

hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis,  dan filosofis, menegaskan bahwa 

penjatuhan pidana mencerminkan penerapan hukum yang memperhatikan keadilan 

dan sisi kemanusiaan, serta perlindungan hak hidup anak sebagai hak asasi manusia 

yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Penelitian ini merekomendasikan 

peningkatan perlindungan hukum bagi anak, serta edukasi dan pendampingan bagi ibu 

hamil untuk mencegah terulangnya kasus serupa. 

 

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Pembuangan Bayi. 

 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Kekerasan terhadap anak, termasuk tindak pidana pembunuhan dan pembuangan bayi, 

merupakan masalah kompleks yang sering terjadi di Indonesia. Upaya perlindungan 

anak telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan diperkuat melalui 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C undang-undang 

tersebut secara eksplisit melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan terhadap 
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anak. Meskipun terdapat regulasi yang kuat, kasus tindak pidana pembuangan bayi oleh 

ibu kandung masih  kerap terjadi, mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak hidup 

anak dan lemahnya pemahaman hukum serta faktor sosial-psikologis pelaku. Salah satu 

kasus yang menjadi sorotan adalah peristiwa yang melibatkan terdakwa Ririn Binti 

Bais di Kabupaten Kuantan Singingi. Kasus ini berawal dari hubungan seksual di luar 

nikah, kehamilan yang tidak dikehendaki, kesepakatan aborsi ilegal, hingga 

pembuangan janin yang ditemukan. Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana 

penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00 oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara 

mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi  

tindakan kriminal tersebut dan bagaimana Majelis Hakim menerapkan  

hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. 

 

METODE PENELITIAN  
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal 

research). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan 

pengaturan hukum dan menganalisis akibat hukum tindak pidana pembuangan 

bayi.Objek utama penelitian adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Teluk 

Kuantan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tlk. Data bersumber dari data sekunder, 

meliputi bahan hukum primer (KUHP, UU Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan) 

dan bahan hukum sekunder (karya ilmiah, buku, jurnal, dan literatur hukum). Data 

dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, dengan penarikan kesimpulan 

menggunakan teknik deduktif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

A. Faktor-Faktor Pendorong Tindak Pidana  

Pembuangan BayiKasus yang melibatkan Terdakwa Ririn mencerminkan  

kompleksitas faktor internal dan eksternal yang mendorong tindakan pembuangan bayi. 

Faktor-faktor utama tersebut adalah: 
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⚫ Kehamilan di Luar Nikah dan Penolakan Pasangan: Terdakwa hamil di luar 

pernikahanakibat hubungan dengan Iqbal Caniago. Iqbal enggan bertanggung 

jawab penuh, menimbulkan kekecewaan dan tekanan berat, yang berujung pada 

kesepakatan untuk aborsi ilegal.Tekanan Sosial dan  

⚫ Psikologis: Terdakwa merasakan malu dan takut akan stigma sosial, reaksi 

keluarga, dan masyarakat. Kondisi psikologis ini memicu keputusan ekstrem untuk 

menggugurkan kandungan dan membuang janin. 

⚫ Akses Ilegal dan Kurangnya Pengetahuan Hukum: Terdakwa membeli obat 

aborsi secara online tanpa pengawasan medis, menunjukkan kurangnya akses ke 

layanan kesehatan yang legal dan aman, serta ketidaktahuan mengenai konsekuensi 

hukum yang serius. 

 

Secara kriminologis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori kriminologi positivis 

(Cesare Lombroso) yang melihat perilaku kriminal dipengaruhi oleh faktor biologis, 

psikologis, dan lingkungan sosial, sertateori sosiologis (Emile Durkheim) yang 

memandang kejahatan sebagai cerminan dari disfungsi dalam struktur sosial 

masyarakat. 

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tlk 

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan pertimbangan 

komprehensif yang mencakup tiga aspek keadilan: 

1. Aspek Yuridis (Legal Justice) 

⚫ Hakim mengkaji terpenuhinya unsur tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum, yaitu Pasal 77A ayat (1)jo. Pasal 45A UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Anak dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

⚫ Unsur-unsur yang terbukti adalah melakukan kekerasan terhadap anak, turut serta 

melakukan perbuatan pidana, dan tindakan yang menyebabkan anak kehilangan 

nyawa. 

⚫ Bukti yang digunakan meliputi keterangan terdakwa/saksi, hasil visum et repertum 

(yang menyimpulkan bayi mampu hidup di luar kandungan dan sebab matinya 

akibat kekerasan benda tumpul), dan bukti fisik. 

 

2. Aspek osiologis (Social Justice) 
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⚫ Hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa dan latar belakang perbuatan, 

termasuk hubungan di luar nikah, tekanan sosial, dan pengaruh pasangan. 

⚫ Meskipun tidak membebaskan dari pidana, kondisi sosial dan psikologis terdakwa 

dijadikan sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman. 

3. Aspek Filosofis (Moral Justice) 

⚫ Hakim menegaskan prinsip perlindungan hak hidup anak sebagai hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights), sebagaimana 

dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 9 UU HAM. 

⚫ Perbuatan terdakwa dinilai sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan 

keadilan, meskipun terdakwa mengalami tekanan. 

 

Berdasarkan seluruh pertimbangan, Terdakwa Ririn dijatuhi pidana penjara 3 tahun 

6 bulan dan denda Rp100.000.000,00 subsider 1 bulan kurungan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  
 

Kesimpulan  

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu (Terdakwa Ririn) melakukan tindak pidana 

pembuangan bayi dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tlk adalah gabungan dari 

tekanan psikologis dan sosial (malu, cemas akibathamil di luar nikah, dan penolakan 

pasangan) serta kurangnya pemahaman hukum dan akses ilegal terhadap aborsi. 

2. Pertimbangan  

Hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup aspek yuridis (terpenuhinya unsur-

unsur tindak pidana), sosiologis (latar belakang tekanan sosial dan kontribusi pasangan 

sebagai faktor meringankan), dan filosofis (penegasan hak hidup anak sebagai hak non-

derogable). 

Saran 

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial: Pemerintah harus meningkatkan edukasi  

seksual dan reproduksi yang komprehensif dan menyediakan akses layanan 

kesehatan mental serta pendampingan sosial yang mudah diakses bagi perempuan 

dengan kehamilan tidak diinginkan. 
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2. Bagi Aparat Penegak Hukum: Hakim dan penegak hukum hendaknya 

mengedepankan pendekatan humanistik dan progresif, mempertimbangkan faktor 

psikologis dan sosial pelaku tanpa mengabaikan perlindungan hak anak. 
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